
1. Pasal 18 ayat (6) undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

Mengingat 

Menimbang A. bahwa untuk rnendukung perekonornian daerah yang 
diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi 
dengan prinsip kebersamaan, kemandirian, dan menjaga 
keseimbangan kemajuan ekonomi daerah dan nasional, 
maka perlu didukung kelembagaan perekonomian yang 
kokoh dengan membentuk Sadan Usaha Milik Daerah; 

b. bahwa peran Sadan Usaha Milik Daerah di bidang 
perbankan agar dapat mendorong pertumbuhan ekonorni, 
meningkatan pclayanan kepada masyarakat, khususnya 
rnenyediakan modal usaha bagi usaha mikro, kecil, dan 
menengah serta sebagai salah satu sumbcr pendapatan 
Daerah, rnaka perlu dilakukan penyehatan, penguatan, dan 
peningkatan kinerja; 

c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pernerintah Nomor 54 
Tahun 2017 tentang Sadan Usaha Milik Daerah, maka 
Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 
2004 tentang Perusahaan Oaerah Bank Perkreditan Rakyat 
Artha Perwira Kabupaten Purbalingga, maka perlu 
disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum 
masyarakat; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu 
menctapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum 
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Perwira Kabupaten 
Purbalingga; 

BUPATI PURBALINGOA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERUSAHAAN UMUM DAF:RAH BANK PERKRED!TAN RAKYAT 
ARTHA PERW!RA KABU PA'l'l£N PU l{ijALlNGGA 

TENT ANG 

NOMOR 4 TAHUN 2019 

PERATURAN DAERAH KABUPATE;N PURBALINGGA 

BUPATI PURBALINGOA 
PROVINSI JAWA TENGAH 



Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERt;SAHAAN UMUM 
DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA PERWIRA 
KABUPATEN PURBALlNGGA. 

MEMUTUSl<AN: 

BUPATI PURBALINGGA 

dan 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN PURBALINGGA 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 
(Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 1992 Nomor 
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang 
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 
(Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3790); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pernbentukan Peraturan Perundang-undangan [Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 20 l J ten tang Otoritas 
Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5253); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 J 4 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tcntang Perubahan Kedua Atas Undang 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Sadan 
Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6173); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 



Perumda BPR Artha Perwira dalam melakukan usahanya berazaskan 
demokrasi ekonomi dengan prinsip profesionalisme dan prinsip kehati-hatian. 

Pasal 3 

BAB Ill 
AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN 

(I) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Badan Usaha Milik Daerah yang 
diberi nama Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha 
Perwira Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disebut dengan Perumda 
BPR Artha Perwira. 

(2) Perumda BPR Artha Perwira berkedudukan dan berkantor di Daerah. 

BAB 11 
PENDIRIAN, NAMA, DAN TEMPAT KEDUDUKAN 

Pasal 2 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga. 
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkar Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan uru san 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dalam penyclenggaraan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah. 

5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah 
badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh 
Daerah. 

6. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Perwira yang 
selanjutnya disebut Perumda BPR Artha Perwira adalah Perusahaan 
Umum Daerah yang dimiliki olch Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang 
bergerak di bidang perbankan. 

7. Rencana Strategi Bisnis (Coorporate Plan)/Rcncana Bisnis Bank (RBB) 
adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan 
dan kegiatan Perumda BPR Artha Perwira dalam jangka waktu tcrtcntu 
serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan 
waktu yang ditetapkan yang disusun oleh Direksi dan disetujui oleh 
Dewan Pengawas sebagai pedoman dalam opcrasional. 

8. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan 
kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah, yang 
selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan urnum Daerah yang 
memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan 
memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau 
Dewan Pengawas. 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMCM 



Perumda BPR Artha Perwira dalam melaksanakan fungsi dan tugas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, menyelenggarakan 
usaha: 
a. menghimpun dana dari pemerintab, pemerintah daerah dan/atau 

masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan 
dan/ atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu; 

b. menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan melakukan 
pembinaan terhadap usaha mikro kecil dan menengah; 

c. menempatkan clananya pada ternbaga keuangan dan lernbaga lainnya; 
d. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya: 
e. mcmbantu pemerintah daerah dalam optimalisasi dana untuk program dan 

kegiar.an sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 
f. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan peraturan perundang 

undangan. 

Pasal 8 

Perumda BPR Artha Perwira mempunyai tugas : 
a. membantu menggerakkan ekonomi kerakyatan; 
b. membantu menyediakan modal usaha bagi usaha mikro, kecil dan 

menengah; 
c. memberikan pelayanan modal dengan cara mudah, dan mengarah dalam 

mengembangkan kesempatan berusaha 
d. menjadi salah satu sumber pendapatan Daerah. 

Pasal 7 

Perumda BPR Artha Perwira mempunyai fungsi sebagai lembaga intermediasi 
dibidang keuangan dengan cara menjalankan usaha sebagai Bank 
Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 6 

BABIV 
FUNGSI, TUGAS, USA.HA, DAN JANGKA WAKTU 

Perumda BPR Artha Perwira didirikan dengan tujuan : 
a. rnernberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah; 
b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat: 
c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efekrif, 

efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan: 

d. melaksanakan prinsip rata kelola perusahaan yang baik; 
e. rnemperoleh laba atau keuntungan. 

Pasal 5 

Perumda BPR Artha Perwira didirikan dengan maksud untuk membantu serta 
mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah di 
segala bidang dalam upaya meningkatkan taraf hidup rakyat serta sebagai 
salah saru surnber pendapatan daerah. 

Pasal 4 



(1) Modal Dasar Perurnda BPR Artha Perwira ditetapkan sebesar 
Rp30.000.000.000,00 [tiga pulub milyar rupiah). 

(2) Modal disetor Perumda BPR Artha Perwira sampai dengan bulan Maret 
2019 sebesar Rp8.900.000.000,00 (delapan milyar semhilan ratus juta 
rupiah). 

(3) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupa.kan kekayaan 
Pemcrintah Daerah yang dipisahkan. 

(4) Dalam ha! modal disetor belum mencapai modal dasar, Pemerintah Dacrah 
berkewajiban menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah 
dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 12 

Bagian Kedua 
Modal Dasar dan Modal Disetor 

Modal Perumda BPR Artha Perwira yang bersumbcr dari penyertaan modal 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan 
batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian Perumda BPR Artha 
Perwira. 

Pasal 11 

Bagian Kesacu 
Surnber Modal 

Pasal 10 

(1) Sumber modal Perumda BPR Artha Perwira terdiri atas: 
a. penyertaan modal Daerah; 
b. hibah; dan 
c. sumber modal lainnya. 

(2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
dapat bersumber dari: 
a. APBD; dan/at.au 
b. konversi dari pinjaman. 

(3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c dapat bersurnber 
dari: 
a. Pemerintah Pusat; 
b. Daerah; 
c. BUMD lainnya; dan/atau 
d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 

undangan. 
(4) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

meliputi: 
a. kapitalisasi cadangan; 
b. keuntungan revaluasi asset; dan 
c. agio saham. 

BABV 
MODAL 

Perumda BPR Artha Perwira didirikan dalam jangka waktu tidak terbatas. 

Pasal 9 



(1) Bupati mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerab 
Yang Dipisahkan pada Perumda BPR Artha Perwira, dan berkedudukan 
sebagai pemilik modal. 

(2) Bupati selaku pemilik modal sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
mempunyai kcwenangan mengambil kcputusan. 

(3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah. 

(4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain: 
a. perubahan anggaran dasar; 
b. pengalihan aset tetap; 
c. kerja sarna; 

Pasal 16 

Paragraf 2 
KPM 

Setiap orang dalam pengurusan Perumda BPR Artha Perwira dilarang memiliki 
hubungan keluarga sampai derajat ketiga berclasarkan garis lurus ke atas, ke 
bawah, atau ke samping, tennasuk hubungan yang timbul karena 
perkawinan. 

Pasal 15 

Pengurus Perurnda BPR Artha Perwira terdiri dari: 
a. KPM; 
b. Dewan Pengawas; dan 
c. Direksi. 

Pasal 14 

Paragraf 1 
Um um 

Bagian Kesatu 
Pengurus 

BAB VI 
PENGURUS DAN PEOAWAI 

(1) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah. 
(2) Barang rnilik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah 

dijadikan penyertaan modal Daerah. 
(3) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayar (2) diperoleh dengan rnelakukan 

penafeiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 
peru ndang-u ndangan. 

(4) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah. 

Pasal 13 

Bagian Ketiga 
Penyertaan Modal 



(1) Anggota Dewan Pengawas diangkatdan diberhentikan oleh KPM. 

Pasal l 9 

Paragraf 3 
Dewan Pengawas 

(1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi rnelakukan rapat dalarn 
pengembangan usaha Perumda BPR Artha Perwira. 

(2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (I) terdiri atas: 
a. rapat tahunan; 
b. rapat persetujuan rencana kerja/ Rencana Bisnis Bank; dan 
c. rapat luar biasa. 

Pasal 18 

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perurnda BPR Artha Perwira 
apabila dapat membuktikan: 
a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak 

langsung; 
b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh 

Perumda BPR Artha Perwira; dan/atau 
c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan 

kekayaan Perurnda BPR Artha Perwira secara melawan hukum. 

Pasal 17 

d. investasi dan pernbiayaan. termasuk pembentukan anak perusahaan 
dan/atau penyertaan modal; 

e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersurnber dari modal 
kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham; 

f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, dan Direksi; 
g. penghasilan Dewan Pengawas, dan Direksi; 
h. penetapan besaran penggunaan laba; 
i. pengesahan laporan tahunan; 
j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan 

pcmbubaran Perurnda BPR Artha Perwira; dan 
k. jaminan aset berjurnlah lebih dari 50'Vo (lima puluh persen) dari jurnlah 

kekayaan bersih Perumda BPR Artha Perwira dalam 1 (satu} transaksi 
atau lebih. 

(5) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 
diberikan insentifyang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah 
Yang Dipisahkan. 

(6) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5) ditetapkan berdasarkan: 
a. target kinerja Perurnda BPR Artha Perwira: 
b. klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sesuai 

jenis bidang usaha; dan 
c. laporan keuangan Perumda BPR Artha Perwira. 

(7) Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana 
kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) 
diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang 
undangan. 



( 1) Caton anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 wajib menandatangani kontrak 
kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas. 

(2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagairnana dimaksud pada ayat 
(1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, 
kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian. 

(3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak 
berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang clinilai 
mampu melaksanakan tu gas dengan baik sela.ma masa jabatannya. 

(4) Dalam ha! anggota Dewan Pengawas diangkat kernbali, anggota Dewan 
Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja. 

Pasal 22 

(1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan rnelalui seleksi. 
(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya rneliputi 

tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau 
lembaga profesional, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. 

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas, harus memenuhi 
persyaratan sebagai berikut: 
a. Warga Negara Indonesia; 
b. schatjasmani dan rohani; 
c. rnerniliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalarnan, jujur, perilaku 

yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan 
mengembangkan perusahaan; 

d. rnernahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah; 
e. memahami manajemen pcrusahaan yang berkaitan dengan salah satu 

fungsi manajemen; 
f. bersedia mengawasi operasional perusahaan secara professional dan 

melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; 
g. berijazah paling rendah Strata 1 (S·l); 
h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertarna 

kali; 
1. tidak pernah dinyatakan pailit; 
j. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, yang dinyatakan 

bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit; 
k. tidak sedang menjalani sanksi ptdana; dan 
1. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau 

caJon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif. 

Pasal 21 

Pasal 20 

(2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(3) Unsur lainnya sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas 
pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak 
bertugas melaksanakan pelayanan publik. 



(I) Dalam ha! jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa 
jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf huruf b, 
anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas 
akhir masa jabatan paling larnbat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa 
jabatannya. 

(2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) wajib 
melaporkan sisa pclak=naan tugas pengawasan yang belum dilaporkan 
paling lambat 1 (satu] bulan setelah berakhir masajabatannya. 

(3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagairnana dimaksud 
pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KP.'vl untuk memperpanjang 
atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas. 

Pasal 27 

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila: 
a. meninggal dunia; 
b. masa jabatannya berakhir; dan/ atau 
c. diberhentikan sewaktu-waktu. 

Pasal 26 

(1) Dewan Pengawas bertugas: 
a. melakukan pengawasan terhadap Perumda BPR Artha Perwira; 
b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan 

pengurusan Perumda BPR Artha Perwira; 

(2) Dewan Pengawas wajib: 
a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan 
b. membuat dan memelihara risalab rapat; 
c. melaporkan hasil pengawasan ·ctan evaluasi kepada instansi terkait 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 25 

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan selama 4 (empat) 
tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. 

Pasal 24 

(l) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM. 
(2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan 

paling banyak sama dengan jumlah Direksi, dan salah seorang ditetapkan 
sebagai Ketua Dewan Pengawas merangkap Anggota. 

(3) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas 
keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi Perumda BPR Artha 
Perwira. 

Pasal 23 

(5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan 
Pengawas. 



(1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai: 
a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau 

badan usaha milik swasta; 
b. pejabat lairinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 

undangan; dan/atau 
c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. 

(2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dikenai 
sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabat3:n 
sebagai anggota Dewan Pengawas. 

Pasal 30 

(1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku lebih dari 2 (dua) jabatan 
Anggota Dewan Pengawas pada BUMD. 

(2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai 
sanksi administ.rat.if berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan 
sebagai anggota Dewan Pengawas. 

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 
dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang 
bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan 
Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan 
Pengawas dinyatakan berakhir. 

Pasal 29 

(1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena 
diberhentikan sewaktu-waktu sebagairnana dimaksud dalam Pasal 26 
huruf c, pemberhcntian dirnaksud wajib disertai alasan pemberhentian. 

(2) Pernberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat 
dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan: 
a. tidak dapat melaksanakan tugas; 
b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 

dan/atau ketentuan anggaran dasar; 
c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian 

pada Perumda BPR Artha Perwira, Negara, dan/atau Daerah; 
d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap; 
e. rnengundurkan diri; dan/atau 
f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pcngawas 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

Pasal 28 

(5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, 
pelaksanaan tugas pengawasan Perumda BPR Artha Perwira dilaksanakan 
oleh KPM. 

(4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas 
yang berakh.ir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan 
tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada 
KPM. 



(1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas. 
(2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diarnbil 

di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan 
Perigawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan. 

(3) Dalam setiap rapar Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal 
yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyaraan 
ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas. 

Pasal 35 

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan 
Pengawas dibeban.kan kepada Perumda BPR Artha Perwira dan dimuat dalarn 
rencana kerja/Rencana Bisnis Bank Perumda BPR Artha Perwira. 

Pasal 34 

(1) Untuk membantu tugas Dewan Pengawas, Ketua Dewan Pengawas dapat 
membentuk Sekretariat Dewan Pengawas yang dibiayai oleh Perumda BPR 
Artha Perwira, 

(2) Tugas sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mernbantu 
kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas. 

Pasal33 

(1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM. 
(2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) terdiri atas: 
a. honorarium; 
b. tunjangan; 
c. fasilitas; dan/atau 
d. tantiem atau insentif kinerja. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas 
diatur dalam Peraturan Bupati. 

Pasal 32 

(1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab 
menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda BPR Artha Perwira. 

(2) Setiap anggota Dewan Pengawas benanggung jawab penuh secara pribadi 
apabila yang bcrsangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. 

(3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan 
Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan 
kerugian pada Perumda BPR Artha Perwira, kecuali anggota Dewan 
Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan 
tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah. 

Pasal 31 

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 
dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang 
bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan 
Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas 
dinyatakan berakhir. 



(1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 38 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelujn 
diangkat sebagai anggota Direksi. 

Pasal 39 

(1) Proses pernilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi. 
(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) sekurang-kurangnya meliputi 

tahapan uji kelayakan dan kepatut.an yang dilakukan oleh tim atau 
lembaga profesional, serta melalui proses seleksi oleh Ototitas Jasa 
Keuangan (OJK). 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(I) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 38 

(1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus 
memenuhi syarat sebagai betikut: 
a. Warga Negara Indonesia; 
b. sehat jasmani dan rohani; 
c. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, 

perilaku yang baik, dan dedikasi yang unggi untuk memajukan dan 
mengembangkan perusahaan; 

d. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah; 
e. memahami manajemen perusahaan; 
f. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan; 
g. berijazah paling rendah Strata I (S-1 ); 
h. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial 

perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim; 
i. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 

(lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali; 
j. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, yang 

dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin 
dinyatakan pailit; 

k. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang 
merug:ikan keuangan negara atau keuangan daerah; 

I. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan 
m. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau 

calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif. 
(2) Direksi yang berasal dari pegawai Perumda BPR Artha Perwira secara 

otomatis bcrhenti status kepegawaiannya. 

Pasal 37 

(1) Perurnda BPR Artha Perwira dipimpin oleh Direksi dengan jumlah paling 
sedikit 2 (dua] orang, dan seorang cliantaranya diangkat sebagai Direktur 
Utama. 

(2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan 
oleh KPM. 

Pasal 36 

Paragraf 4 
Direksi 



Direksi mempunyai wewenang: 
a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda BPR Artha Perwira; 
b. mengangkat pegawai untuk mendudukijabatan di bawah Direksi; 
c. menandatangani pinjaman setelah mendapat pertimbangan dari 

Dewan Pengawas untuk mendapat persetujuan KPM; 
d. menandatangani laporan keuangan perusahaan; 
e. menandatangani ikatan hukurn dengan pihak lain setelah 

mendapat persetujuan KPM rnelalui Dewan Pengawas; 
g. rnenetapkan su sunan organisasi dan tata tertib Perumda BPR Artha 

Perwira sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
h. mewakili Perumda BPR Artha Perwira baik di dalam dan di luar 

pengadilan. 

Pasal 42 

(1) Direksi mernpunyai tugas: 
a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perurnda BPR Artha 

Perwira; 
b. merencanakan dan menyusun program kerja Perumda BPR Artha 

Perwira 5 (lima) tahunan berupa Rencana Strategi Bisnis dan tahunan 
berupa Rencana Bisnis Bank; 

c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda BPR Artha Perwira; 
d. menyelenggarakan administ.rasi urnurn dan keuangan; 
e. melaksanakan kegiatan teknis dan pemeliharaan Perurnda BPR Artha 

Perwira; 
f. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk 

Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada KPM melalui Dewan 
Pengawas; dan 

g. membina Pegawai. 
h, melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang - 

undangan. 
(2) Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

bertanggung jawab kepada KPM. 

Pasal 41 

Anggota Direksi diangkat untuk masajabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat 
diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masajabatan kecuali: 
a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

dan 
b. dalam ha! anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi 

yang sangat baik, dapat diangkat untuk rnasa jabatan yang ketiga. 

Pasal 40 

(2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 tidak 
berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai rnarnpu 
melaksanakan tugas dengan baik selama masajabatannya. 

(3) Dalam ha! anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib 
menandatangani kontrak kinerja. 

(4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilakukan sebelum pengangkatan kernbali scbagai anggota Direksi. 



( 1) Penghasilan Direksi terdiri atas: 
a. gaji; 
b. tunjangan; 
c. fasilitas; dan/atau 
d. tantiem atau insentif pekerjaan. 

(2) Besarnya Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan 
kemampuan keuangan Perumda BPR Artha Perwira, 

(3) Gaji sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari gaji pokok 
dan tunjangan keluarga. 

Pasal 46 

(1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggungjawab menjalankan 
tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda BPR Artha Perwira. 

(2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila 
yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai 
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi 
yang karena kesalahan atau kelalaio.nnya menimbulkan kerugio.n pada 
Perumda BPR Artha Perwira, kecuali anggota Direksi yang bersangkutan 
mengganti kerugian yang ditimbuJkan tersebut dan disetorkan ke rekening 
kas umum daerah. 

Pasal 45 

( 1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai: 
a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan 

usaha milik swasta; 
b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peratura.n perundang 

undangan; dan/atau 
c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. 

(2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dikenai 
sanksi administratif berupa dibcrhcntikan scwaktu-waktu dari jabatan 
sebagai anggota Direksi. 

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 
dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang 
bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, 
jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir. 

Pasal 44 

Direksi mernpunyai kewajiban: 
a. menyampaikan laporan kepada KPM melalui Dewan Pengawas sesuai 

dengan pedoman penyusunan laporan; 
b. menjalankan tugasnya sesuai ketentuan dan peraturan perundang 

undangan; dan 
c. memajukan Perumda BPR Artha Perwira. 

Pasal 43 



( 1) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi: 
a. meninggal dunia; 
b. masa jabatannya berakhir; atau 
c. diberhentikan scwaktu-waktu. 

(2) Direksi diberhentikan karena: 
a. permintaan sendiri: 
b. sesuatu ha! yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat 

melaksanakan tugasnya secara optimal. 
c. melakukan tindakan yang merugikan Perumda BPR Artha Perwira; 
d. rnelakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan 

kepentingan Pemerintah atau kepentingan Negara; dan/atau 
e. melakukan tindak pidana kejahatan dan dijntuhi hukuman yang tclah 

mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Pasal 49 

(1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut: 
a. cuti tahunan, selarna 12 (dua belas) hari kerja; 
b. cuti besar/panjang, selarna 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa 

jabatan; 
c. cuti menunaikan ibadah haji atau alasan penting; 
d. cuti sakit; dan 
e. cuti hamil/melahirkan bagi anggota Direksi wanita selama 3 bu Ian. 

(2) Pelaksanaan hak cuti scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf 
b, dan huruf c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati. 

(3) Anggota Direksi selama menjalankan cuti mendapatkan penghasilan 
penuh dari Perurnda BPR Artha Perwira. 

(4) Apabila karena kesibukan di kantor, Direksl tidak rnengambil cuti 
besar/panjang, diberikan ganti uang sebesar l (satu) kali gaji yang 
diterima pada bulan terakhir. 

Pasal 48 

ayat (1) ditetapkan oleh 
Dewan Pengawas dan 

(4) Besarnya tunjangan sebagaimana dirnaksud 
Bupati dengan memperhatikan pendapat 
kernampuan Perumda BPR Artha Perwira. 

(1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b terdiri 
dari: 
a. tunjangan kesehatan; 
b. perumahan dinas atau uang sewa rumah yang pantas; dan 
c. tunjangan jabatan. 

(2) Fasilitas sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 46 ayat (1) huruf c berupa 
kendaraan dinas. 

(3) Tantiem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d diberikan 
setiap tahun. 

Pasal 47 



(1) Direksi yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (l) 
huruf a, diberikan uang duka sebesar 4 (empat) kali gaji 1 (saru) bulan. 

(2) Direksi yang diberhenrikan sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 49 ayat (2) 
huruf a dan huruf b, diberhentikan dengan hormat. 

(3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) 
huruf c, huruf d dan huruf e, diberhentikan tidak dengan hormat. 

Pasal 52 

(1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan 
sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c, 
pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian. 

(2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan 
secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan: 
a. tidak dapat melaksanakan tugas; 
b. tidak melaksana.kan ketentuan peraturan perundang-undangan 

dan/atau kctentuan anggaran dasar; 
c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang rnengakibatkan kerugian 

pada Perumda BPR Artha Perwira, negara, dan/atau Daerah; 
d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap; 
e. mengundurkan diri; dan/atau 
f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(3) Dalam ha! jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan 

sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat Direksi 
pengganti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 51 

(1) Dalam ha! jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya 
berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b, anggota 
Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa 
jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masajabatannya. 

(2) Anggota Dircksi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) wajib melaporkan 
sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 
1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya. 

(3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (l), Dewan Pengawas wajib menyarnpaikan penilaian 
dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM. 

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penilaian dan 
rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar 
pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota 
Dircksi. 

(5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang 
berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah basil audit dengan tujuan 
tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan 
kepada KPM. 

Pasal 50 



( 1) Apabila dalam waktu 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu 
meningkatkan kinerja dan pelayanan Perumda BPR Artha Perwira, Bupati 
dapat mengganti Direksi atas usu! Dewan Pengawas. 

(2) Dalam ha) anggota Direksi diberhentikan sebelum masa jahatannya 
berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat Direksi pengganti 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 56 

(I) Paling lam bat dalam waktu 14 (em pat belas) hari sejak diterimanya 
Keputusan Bupati tentang pemberhentian, Anggota Direksi yang 
diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati. 

(2) Paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan 
keberatan, Bupati harus sudah mengambil keputusan untuk menerima 
atau menolak permohonan keberatan dimaksud. 

(3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, 
maka Keputusan Bupati tentang pemberhentian menjadi batal demi 
hukum. 

Pasal SS 

(1) Paling lambat dalam waktu I [satu] bulan sejak pemberhentian sementara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), maka Dewan Pengawas 
sudah harus melaksanakan sidang yang dihadiri oleh Anggota Direksi yang 
bersangkutan, untuk menetapkan apakah yang bersangkutan 
diberhentikan atau direhabilitasi kembali. 

(2) Hasil sidang Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), 
ditetapkan dengan Kcputusan Bupati. 

(3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Dewan Pengawas belum melakukan persidangan, maka surat 
pemberhentian sernentara tersebut menjadi batal demi hukum. 

(4) Apabila dalam pcrsidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota 
Direksi yang bersangkutan tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap 
menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas. 

Pasal 54 

(1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e, atas usu! 
Dewan Pengawas, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan 
sementara dari tugasnya oleh Bupati, 

(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
diberitahukan sccara tertulis kepada anggota Dircksi yang bersangkutan 
dan Dewan Pengawas disertai alasan-alasan yang mengakibatkan 
pemberhentian sementara tersebut. 

Pasal 53 



Pegawai Perumda BPR Artha Perwira merupakan pekerja yang pengangkatan, 
pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan 
perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang mengatur mengenai ketenagakerjaan. 

Pasal 60 

Bagian Kedua 
Pegawai 

(1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda BPR Artha Perwira 
apabila: 
a. terjadi perkara di pengadilan antara perusahaan urnurn Daerah dengan 

anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau 
b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang 

bertentangan dengan kepentingan Penunda BPR Artha Perwira. 
{2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat {l), yang 

berhak mewakili Perumda BPR Artha Perwira yaitu: 
a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan 

dengan Perumda BPR Artha Perwira; 
b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mernpunyai 

benturan kepentingan dengan Perumda BPR Artha Perwira; atau 
c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam ha! seluruh anggota Direksi 

atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan 
Perumda BPR Artha Perwira. 

Pasal 59 

(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, 
pelaksanaan tugas pengurusan Perurnda BPR Artha Perwira dilaksanakan 
oleh Dewan Pengawas. 

(2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda BPR 
Artha Perwira untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan 
pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan. 

(3) Dalam ha! terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh 
anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda BPR Artha Perwira 
dilaksanakan oleh KPM. 

(4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perurnda BPR Artha Perwira 
untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda BPR Artha 
Perwira sarnpai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan 
anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan. 

Pasal 58 

(I) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi. 
(2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diarnbil di luar rapat 

Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi 
yang diputuskan. 

(3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapar yang berisi hal yang 
dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan 
ketidaksetujuan anggota Direksi. 

Pasal 57 



(1) Pada Perumda BPR Artha Perwira dibentuk satuan pengawas intern YlWg 
merupakan aparat pengawas intern perusahaan. 

Pasal 67 

HAB VIII 
SATUAN PENGAWAS INTERN 

Susunan Orgameaei dan tata.kerja di bawah Direksi dtterapkan oleh Direksi 
dengan pertimbangan Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan yang berlaku 
serta sesuai dengan kondisi dan kebutuhan perusahaan. 

Pasal 66 

BABVfl 
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 

Pegawai Perumda BPR Artha Perwira dilarang menjadi pengurus partai politik. 

Pasal 65 

Perumda BPR Artha Perwira wajib mengikutsertakan pegawai pada program 
jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 64 

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda BPR Artha Perwira 
melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia. 

Pasal 63 

(1) Pegawai Perumda BPR Artha Perwira memperoleh penghasilan yang adil 
dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggungjawab, dan kinerja. 

(2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda BPR Artha Perwira 
sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda BPR Artha Perwira. 

(3) Penghasilan pegawai Perumda BPR Artha Perwira terdiri atas: 
a. gaji; 
b. tunjangan; 
c. fasilitas; dan/atau 
d. bonus atau insentif pekerjaan. 

Pasal 62 

(1) Perumda BPR Artha Perwira dapat melakukan pengadaan pegawai 
berdasarkan pada analisis kebutuhan dan telah dimasukkan dalam 
rencana kerja/Rencana Bisnis Bank. 

(2) Pengadaan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
oleh Panitia Pengadaan yang personalnya terdiri dari unsur pengurus 
Perumda BPR Artha Perwira dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi. 

(3) Panitia Pengadaan dapat menunjuk pihak ketiga dalam rangka 
pelaksanaan seleksi pegawai. 

Pasal 61 



Ketentuan mengenai Satuan Pengawas Intern, diatur lebih lanjut dalam 
Peraturan Bupati. 

Pasal 72 

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern wajib menjaga 
kelancaran tu gas saruan organisasi lainnya dalam Peru mda BPR Artha 
Perwira sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing. 

PasaI 71 

(I) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas 
intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti 
dalam rapat Direksi. 

(2) Direksi wajib memperhatikan dan segcra mengambil langkah yang 
diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan 
hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pcngawas Intern. 

Pasal 70 

(1) Satuan Pengawas Intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan 
tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan 
Pengawas. 

(2) Satuan Pengawas Intern dapat memberikan keterangan secara langsung 
kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dirnaksud pada ayat 
(I). 

Pasal 69 

Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas: 
a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan 

operasional dan keuangan Perumda BPR Artha Perwira, menilai 
pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda BPR 
Artha Perwira, dan memberikan saran perbaikan; 

b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil 
pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada 
huruf a kepada Direktur Utama; dan 

c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan. 

Pasal 68 

(2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipirnpin 
oleh seorang kepala yang bcrtanggung jawab kepada Direktur Utama. 

(3) Pengangkat.an kepala saruan pengawas intern sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilakukan setclah mendapatkan pertimbangan dari Dewan 
Pengawas. 



(1) Operasional Perumda BPR Artha Perwira dilaksanaka n beroasarjdan 
standar operasional prosedur. 

Pasal 76 

Paragraf 1 
Standar Operasional Prosedur 

Bagian Kedua 
Operasional 

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana strategis bisnis dan rencana keria/ 
RBB Perumda BPR Art.ha Perwira diatur dalam Peraturan Bupati. 

Pasal 75 

Paragraf 2 
Rencana Kerja/Rencana Bisnis Bank 

Pasal 74 

(1) Direksi wajib menyiapkan rcncana kerja/RBB yang merupakan 
penjabaran tahunan dari rencana strategis bisnis. 

(2) Rcncana kerja/RBB sebagaimana dimaksud pada ayat (I) paling sedikit 
memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan. 

{3) Direksi menyampaikan rencana kerja/RBB kepada Dewan Pengawas 
paling lam bat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersarna. 

(4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan 
Pengawas disampaikan kcpada KPM uruuk mendapatkan pengesahan. 

(1) Direksi wajib menyiapkan rencana strategis bisnis yang hendak dicapai 
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. 

(2) Rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) paling 
sedikit memuat: 
a. evaluasi hasil rcncana bisnis sebelumnya; 
b. kondisi Perumda BPR Artha Perwira saat ini; 
c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana usaha; dan 
d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja. 

(3) Direksi menyampaikan rancangan rencana strategis bisnis kepada Dewan 
Pengawas untuk ditandatangani bcrsama. 

(4) Rencana strategis bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan 
Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan. 

(5) Rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rnerupakan 
dasar perjanjian kontrak kinerja. 

(6) Rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
disampaikan kepada Bupati. 

Pasal 73 

Paragraf l 
Rencana Strategis Bisnis 

BAB IX 
PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN 

Bagian Kesatu 
Perencanaan 



(1) Pengurusan Perumda BPR Artha Perwira dilaksanakan sesuai dengan 
Tata Ketola Perusahaan Yang Baik. 

(2) Tata l:<elola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri atas prinsip: 
a. lransparansi; 
b. akuntabilitas; 
c. pcrtanggungjawaban; 
d. kemandirian; dan 
e. kewajaran. 

(3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) bertujuan untuk: 
a. mencapai tujuan Perumda BPR Artha Perwira; 
b. mengoptimalkan nilai Perumda BPR Artha Perwira agar memiliki daya 

saing yang kuat, baik antar daerah, secara nasional maupun 
internasional; 

c. mendorong pcngelolaan Perumda Bf>R Artha Perwira secara 
profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan 
meningkatkan kemanclirian organ Perumda BPR Artha Perwira; 

d. mendorong agar organ Perurnda BPR Arlha Perwira dalam membuat 
keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang 
tinggi dan kepatuhan terhada.p pera.turan perunda.ng-undangan, serta 
kesadaran tanggung jawab sosial terhadap pemangku kepentingan 
maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda BPR Artha 
Perwira; 

e. meningkatkan kontribusi Perumda BPR Artha Perwira dalarn 
perekonomian daerah; dan 

f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan 
investasi daerah. 
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Paragraf 2 
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik 

(2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh 
Dewan Pengawas. 

(3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara 
berkesinambungan. 

(4) Standar operasional prosedur sebagaimana climaksud pada ayat (3) paling 
sedikit rnernuat aspek: 
a. organ; 
b. organisasi dan kepegawaian; 
c. keuangan; 
d. pelayanan pelanggan; 
e. resiko bisnis: 
f. pengadaan barang dan jasa; 
g. pengelolaan barang; 
h. pemasaran; dan 
i. pengawasan. 

(5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus 
sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian Perurnda 
BPR Artha Perwira. 

(6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
disampaikan kepada Sekretaris Daerah. 



(1) Perurnda BPR Artha Perwira dapat melakukan kerja sarna dengan pihak 
lain. 

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling 
menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, 
masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama. 

(3) Pelaksanaan kerja sama Perumda BPR Artha Perwira dengan pihak Jain 
merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal 
perusahaan. 

(4) Dalam hal kerja sarna berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki 
Perumda BPR Artha Perwira, kerja sama dimaksud dilakukan melalui 
kerja sama operasi. 

(5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku 
ketentuan: 

Pasal 81 

Paragraf 4 
Kerjasama 

(1) Pengadaan barang dan jasa Perumda BPR Artha Perwira dilaksanakan 
memperhatikan prinsip efisicnsi dan transparansi. 

(2) Pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pad a ayat (I) scsuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 80 

(1) Sctiap barang inventaris yang rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi, 
hilang atau secara efisien dan ekonomis tidak dapat dirnanfaatkan, dapat 
dihapus dari daftar inventaris Perumda BPR Artha Perwira sesuai 
ketentuan perundang-undangan. 

(2) Penghapusan barang inventaris sebagaimana dimaksud dalam ayac (1), 
tidak termasuk barang berupa tanah. 

(3) Direksi melaporkan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat ( l) kepada 
Bupati mengenai jenis, jumlah, nama barang, harga, lokasi dengan 
disertai penjelasan sebab rusak/hilang. 

Pasal 79 

Direksi dalam ha! pengadaan barang untuk kepentingan Perumda BPR Artha 
Perwira mengacu pada rencana kcrja/RBB tahun yang bersangkutan dan 
pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 78 

Paragraf 3 
Pengadaan Barang dan Jasa 

(4) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dan ayat (3) diterapkan oleh Direksi. 

(5) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dilakukan paling lambat 2 
{dua) tahun setelah Perurnda RPR Artha Perwira didirikan. 



(I) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan 
tahunan. 

(2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(I) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan 
kepada KPM dengan tembusan perangkat daerah yang membidangi 
BUMD. 

(3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 
paling lambac 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan. 

(4) Laporan tahunan sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) disampaikan 
paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku 
Perurnda BPR Artha Perwira ditutup. 

(5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh 
KPM. 

(6) Dalam ha! terd apat Dewan Pengawas tidak menandatangani Japoran 
tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan 
alasannya secara tertulis. 

(7) Laporan Dewan Pengawas kepada otoritas jasa keuangan sesuai denaan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 83 

Paragraf 1 
Pelaporan Dewan Pengawas 

Bagian Ketiga 
Pelaporan 

(1) Perumda BPR Artha Perwira dapat melakukan pmjaman dari lembaga 
keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana 
lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi. 

(2) Dalam ha! pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mernpersyaratkan jaminan, aset Perumda BPR Artha Pcrwira yang berasal 
dari hasil usaha Perumda BPR Artha Perwira dapat dijadikan jarninan 
untuk mendapatkan pinjaman. 

(3) Dalam ha! Perumda BPR Artha Perwira melakukan pmjaman 
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) kepada Pemerintah Daerah, tidak 
dipersyaratkan jaminan. 

Pasal82 

Paragraf 5 
Pin jam an 

a. disetujui oleh KPM: 
b. laporan keuangan Perurnda BPR Artha Perwira 3 (tiga) tahun terakhir 

dalam keadaan sehat; 
c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari kekayaan 

yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan 

(6) Perumda BPR Artha Perwira memprioritaskan kerja sama dengan BUMD 
milik Pernerintah Daerah lain dalarn rangka mendukung kerja sama 
daerah, 

(7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perurnda BPR 
Arrha Perwira untuk melaksanakan kerja sama. 



( 1) Laporan tahunan bagi Perumda BPR Artha Perwira paling sedikit 
mernuat: 
a. laporan keuangan; 
b. laporan mengenai kegiatan Perumda BPR Artha Perwira; 
c. laporan pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkurigan; 
d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi 

kegio.to.n usaha Perumda BPR Artha Perwira; 
e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh 

Dewan Pengawas selarna tahun buku yang baru lampau; 
f. nama anggota Dircksi dan anggota Dewan Pengawas; dan 
g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk 

tahun yang baru lampau. 
(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling 

sedikit memuat: 

Pasal85 

Paragraf 3 
Laporan Tahunan 

(1) Laporan Direksi Perumda BPR Artha Perwira terdiri dari Japoran bulanan, 
laporan triwulan dan laporan tahunan. 

(2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan kcuangan yang 
disampaikan kepada Dewan Pengawas clan perangkat daerah yang 
membidangi BUMD. 

(3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (11 terdiri atas 
laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang 
ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas. 

(4) Laporan triwulanan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM. 

(5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh 
KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah 
diterima. 

(6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling 
lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM. 

(7) Dalam ha! terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan 
tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) haru s disebutkan 
alasannya secara tertulis. 

(8) Laporan tahunan sebagairnana dimaksud pada ayat (3) disampaikan 
kepada Bupati. 

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan publikasi 
laporan tahunan Direksi diatur dalam Peraturan Bupati. 

Pasal 84 

Paragraf 2 
Pelaporan Direksi 

cara penyarnpaian dan 
Pengawas diatur dalam 

mengenai tata 
tahunan Dewan 

(8) Ketentuan lebih lanjut 
penyebarluasan laporan 
Peraturan Bupati. 



Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya 
kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut 
tetap dicatat dalam pembukuan Perumda BPR Artha Perwira dan dianggap 
tidak mendapat laba selarna kerugian yang tercatat tersebut belum 
seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perunda7g 
undangan. 

Pasal 87 

(2) Dividen untuk Pernerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a, disetor ke kas daerah. 

(3) Dana Cadangan sampai dengan 20 % [dua puluh persen) dari modal 
disetor hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda BPR 
Artha Perwira. 

(4) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh lima 
persen) dari modal disetor, kelebihan dari dana cadangan tersebut dapat 
dimanfaatkan untuk keperluan Perurnda BPR Artha Perwira setelah 
mendapat persetujuan Dewan Pengawas. 

(5) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pad a ayat 
(1) huruf c digunakan untuk kegiatan tanggung jawab sosial dan 
lingkungan yang diprioritaskan untuk keperluan pernbinaan usaha 
mikro, usaha kecil, dan koperasi. 

(6) Tantiern sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d, diberikan kepada 
Dewan Pengawas, Direksi dan pihak-pihak yang membina terhadap 
Perurnda BPR Artha Perwira yang pembagiannya diatur dengan indeks 
tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi. 

(7) Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan 
kepada seluruh pegawai Perumda BPR Artha Perwira yang pernbagiannya 
diatur dengan indeks tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi. 

(8) Dana Kescjahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) huruf f, 
dialokasikan untuk kesejahteraan Direksi dan pegawai seperti dana 
pensiun Direksi dan pegawai, serta kepentingan sosial dan sejenisnya. 

4 %; 
8 %; dan 
10%. 

55 o/o; 
20 o/o· 

' 3 %; 

(1) Penggunaan laba bersih setelah dipotong pajak dan telah mendapat 
pengesahan Bupati sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (5) ditetapkan 
pembagiannya sebagai berikut: 
a. dividen untuk Pemerintah Daerah 
b. dana cadangan 
c. tanggungjawab sosial dan lingkungan 
d. tantiem 
e. jasa produksi 
f. dana kesejahteraan 

Bagian Kesatu 
Penggunaan Laba dan Pemberian Tantiem 
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BABX 
PENGGUNAAK LABA 

a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan 
dengan tahun buku sebelurnnya; 

b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan; 
c. laporan arus kas; 
d. laporan perubahan ekuitas; dan 
e. catatan atas laporan keuangan. 



(1) Pengawasan terhadap Perumda BPR Artha Perwira dilakukan untuk 
rnenegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. 

(2) Pengawasan sebagairnana dimaksud ayat (I) dilakukan oleh pengawasan 
internal dan pengawasan eksternal. 

(3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh 
satuan pengawas intern. 

(4) Pengawasan eksternal sebagaimana dirnaksud ayat (2) dilakukan oleh 
Pernerintah Daerah. 

(5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagairnana dimaksud pada ayat 
(4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang, 
melaksanakan fungsi pengawasan. 

Pasal 91 

Bagian Kedua 
Pengawasan 

(1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan Iungsi pernbinaan 
BUMD mernpunyai tugas melakukan: 
a. pernbinaan organisasi, manajemen, dan keuangan; 
b. pernbinaan kepengurusan, 
c. pernbinaan pendayagunaan aset; 
d. pembinaan pengembangan usaha; 
e. monitoring dan evaluasi; 
f. pernbinaan administrasi; dan 
g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah. 

(2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan Iungsi 
pembinaan terhadap Perumda BPR Artha Perwira disesuaikan dengan 
perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang 
menangani BUMD. 

Pasal 90 

Sekretaris Daerah rnelaksanakan pernbinaan terhadap pengurusan Perurnda 
BPR Artha Perwira pada kebijakan yang bersifat strategis. 

Pasal 89 

(1) Pemeriritah Daerah mclakukan pembinaan terhadap pengurusan 
Perumda BPR Artha Perwira. 

(2) Pembinaan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: 
a. Bupati dan Wakil Bupati; 
b. Sekretaris Daerah; 
c. pejabat pada Pernerintah Daerah yang melakukan fungsi pernbinaan 

BUMD; dan 
d. pejabat pada Pernerintah Daerah yang rnelaksanakan fungsi 

pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah. 

Pasal 88 

Bagian Kesatu 
Pembinaan 

BAB XI 
PEMBJNAAN DAN PENG AW ASAN 



(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku. semua Peraturan yang 
merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten 
Purbalingga Nomor 2 Tahun 2004 tentang Peru sahaan Daerah Bank 
Perkreditan Rakyat Artha Perwira Kabupaten Purbalingga [Lembaran 
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2004 Nomor 9) dinyatakan masih 
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daeraa 
ini. 
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BAB XIV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, maka: 
a. Semua hak, kewajiban, aset, kekayaan, dan kepegawaian Perusahaan 

Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Perwira Kabupaten Purbalingga 
yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 
Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha 
Perwira Kabupaten Purbalingga beralih menjadi hak, kewajiban, aset, 
kekayaan dan kepegawaian Perumda BPR Artha Perwira berdasarkan 
Peraturan Dacrah ini. 

b. Dewan Pengawas yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan 
Daerah ini, tetap menjalankan tugas sampai dengan periodesasi masa 
jabatan dimaksud; 

c. Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Perwira 
Kabupaten Purbalingga yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya 
Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas sampai dengan periodesasi 
masajabatan dimaksud; 

BAB XIJI 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 94 

(1) Anggota Direksi, Dewan Pengawas dan pegawai baik yang dengan sengaja 
ataupun tidak sengaja, langsung maupun tidak langsung sebagai akibat 
perbuatan melawan hukum dan/atau kelalaiannya, menimbulkan 
kerugian hagi perusahaan, wajib mengganti kerugian dimaksud. 

(2) Tata cara penyelesaian ganti rugi scbagaimana dimaksud pada ayat (l l 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

(3) Apabila ti.mbulnya kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) akibat 
dari perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, akan 
diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

BAB XII 
TANGGUNG JAW.i\8 DAN GANTI RGGI 

Pasal 93 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Perumda BPR 
Artha Perwira diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 92 



NORe;G PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINS! JAWA 
TENGAH: (4-174/2019) 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBAL[NGGGA TAHUN 2019 NOMOR 

Diundangkan di Purbalingga 
pada tanggal 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PURBALINGGA, 

HA YUNTNc_:J.RAT!Wl DY 

Ditetapkan di Purbalingga 
pada tanggal 
BUPATI PURBALINGGA, ,, 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan pencmpatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Purbalingga. 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 96 

(2) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah 
Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah 
Bank. Perkreditan Rakyat A.rtha Perwira Kabupaten Purbalingga 
(Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2004 Nomor 9) dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku. 



f'l) BPR yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 
Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat 
(PD.BPR) Kabupaten Daerah Tingkat JI Purbalingga dan telah 
memilik:i lzin Usaha dari Menteri Keuangan Nomor : Kep.072/KM. 
13/92 ranggal 16 Maret 1992 tentang Pemberian lzin Usaha PO 
Bank Perkreditan Rakyat Kabupatcn Daerah 'l'mgkat If Purbalingga 
scbagaunana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Purbalingga Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank 
Perkreditan Rakyat Artha Perwira Kabupaten Purbalingga 
dilanjutkan benlirinya dan meneruskan usahanya dengan nama 
Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Perwira 
Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya discbut dengan Perumda 
BPR Anha Perwira. 

Pasal 2 
Ayat (I) 

Pasal 1 
Cukup jelas. 

11. PASAL DEMI PASAL 

Dalarn rangka meningkatkan pcran dan fungsi Bank Perkreditan 
Rakyat Artha Perwira agar dapat mendorong pcrtumbuhan ekonomi, 
meningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam penyediaan 
modal usaha bagi usaha rnikro, kecil, dan menengah serta sebagai salah 
satu sumber pendapatan Daerah, maka perlu dilakukan penyehatan, 
penguatan, dan peningkatan kinerja. Sekaligus sebagai pelaksanaan 
Pera tu ran Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 ten tang Badan Usaha Milik 
Daerah, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga 
tentang Perusahaan Umum Daerah BPR Artha Perwira Kabupaten 
Purbalingga. 

BUMD yang sehat dan dikelola secara profesional dapat menjadi 
salah satu sumber pendapatan asli daerah. Selain itu, ia bisa menjadi 
penggerak bisnis yang belum dimasuki swasta, sementara sektor tersebut 
sangat penting untuk kemajuan daerah. Semangat otonomi daerah, selain 
memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola daerahnya 
masing-masing, juga memberika.n kesempatan kepada Badan Usaha Milik 
Oaerah (BUMD) untuk mengelola potensi-potensi bisnis yang ada di 
daerah. 

l. UMUM 

PERATURAN DAERAH KADUPATEN PURBALINGGA 

NOMOR 4 TAHUN 2019 

TENT ANG 

PERUSAHMN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT 
KADUPATEN PURDALINGGA 

ATAS 

PENJELASAN 



Pasal 11 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Yang dimaksud dengan "agio saham" adalah selisih lebih dari 
penjualan saham dengan nilai nominalnya. 

Hurufb 
Yang dimaksud dengan "keuntungan revaluasi aset" adalah 
selisih revaluasi asset yang berakibat naiknya nilai aset. 

Ayat (4) 
Hurufa 

Yang dimaksud dengan "kapitalisasi cadangan" adalah 
penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b 

Yang dirnaksud dengan "konversi dari pinjarnan" adalah 
pinjaman Daerah yang dikonversi dalam bentuk penyertao.n 
modal Daerah pada BUMD. 

Pasal 10 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Pasal 9 
Cukup jelas 

Pasal 8 
Cukup jelas. 

Pasal 7 
Cukup jelas. 

Pasal6 
Cukup jelas. 

Pasal 5 
Cukup jelas. 

Pasal 4 
Cukup jelas. 

Pasal 3 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 



Pasal 22 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukupjelas 

Ayat (2) 
Yang dirnaksud dengan "lembaga profesional" adalah lembaga 
pemerintah atau swasta yang berkompeten di bidangnya. 

Pasal 21 
Ayat ( 1) 

Cukup jelas. 

Pasal 20 
Cukupjelas 

Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan "Pelayanan Publik" adalah kegiatan atau 
rangkaian kegiatan dalam rangka pernenuhan kebutuhan 
pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi 
setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau 
pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara 
pelayanan publik. 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan "unsur independen" adalah anggot.a Dewan 
Pengawas yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan 
bisnis dengan Direksi dan KPM. 

Pasal 19 
Ayat (!) 

Cukup jelas. 

Pasal 18 
Cukup jelas, 

Pasal 17 
Cukup jelas. 

Pasal 16 
Cukupjelas 

Pasal 15 
Cukup jelas 

Pasal 14 
Cukup jelas. 

Pasal 13 
Cukup jelas. 

Pasal 12 
Cukup jelas. 



Pasal 35 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Pasal 34 
Cukup jelas. 

Pasal 33 
Cukup jelas. 

Pasal 32 
Cuku p jelas. 

Pasal 31 
Cukup jelas. 

Pasal 30 
Cukup jelas. 

Pasal 29 
Cukup jelas. 

Pasal 28 
Cukup jelas 

Pasal 27 
Cukup jelas 

Pasal 26 
Cukup jelas 

Pasal 25 
Cukup jelas. 

Pasal24 
Cukup jelas. 

Pasal 23 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukupjelas 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan 
waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi dimaksudkan 
untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan BUMD. 



Hurufb 
Yang dimaksud dengan "anggota Direksi memiliki keahlian 
khusus dan/acau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat 
untuk masa jabatan yang ketiga", adalah keahlian atau 
preetaet luar biasa dalam pengelolaan BUMO sehingga menjadi 
maju dan berkembang, maka anggota Direksi yang 
bersangkutan dapat diangkat untuk yang ketiga kali pada 
jabatan yang sama. 

Pasal 40 
Huruf a 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 39 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "kontrak kinerja" adalah pernyataan 
kesepakatan dengan perusahaan (statement of corporate intent) 
yang memuat antara lain janji atau pemyataan Direksi untuk 
memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan "lernbaga profesionaJ" adalah lembaga 
pemerintah atau swasta yang berkompeten di bidangnya. 

Pasal 38 
Ayat (1) 

Cukupjelas. 

PasaJ 37 
Cukup jelas. 

Pasal 36 
Cukup jelas. 

Ayat {3) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah keadaan 
mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan tidak 
mungkin diadakan rapat. 



Pasal 52 
Cukup jelas. 

Pasal 51 
Cukup jelas. 

Pasal 50 
Cukup jelas. 

Pasal 49 
Cukup jelas. 

Pasal 48 
Cukup jelas. 

Pasal 47 
Cukup jelas. 

Pasal 46 
Cukup jelas. 

Pasal 45 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Yang dimaksud dengan "dapat menimbulkan konflik 
kepentingan" adalah kondisi anggota Direksi yang memiliki 
kepentingan pribadi unruk menguntungkan diri sendiri 
dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang, 
sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas 
keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau 
dilakukannya. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Pasal 44 
Ayat ( 1) 

Huruf a 
Cukup jelas. 

Pasal 43 
Cukup jelas. 

Pasal 42 
Cukup jelas. 

Pasal 41 
Cukup jelas. 



Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 67 
Ayat (1) 

Yang dirnaksud dengan "saruan pengawas intern" adalah unit yang 
dibentuk oleh Direktur Utama untuk memberikan jaminan 
(assurance) yang independen dan objektif atas pelaporan keuangan 
serta mela.kukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan 
tujuan untuk meningkatkan nilai (value) dan memperbaiki 
operasional BUMD melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas 
manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan. 

Pasal 66 
Cukup jelas. 

Pasal 65 
Cukup jelas. 

Pasal 64 
Cukupjelas. 

Pasal 63 
Cukup jelas. 

Pasal62 
Cukup jelas. 

Pasal 61 
Cukupjelas. 

Pasal 60 
Cukup jelas. 

Pasal59 
Cukup jelas. 

Pasal 58 
Cukupjelas. 

Pasal 57 
Cukup jelas. 

Pasal 56 
Cukupjelas. 

Pasal 55 
Cukup jelas. 

Pasal 54 
Cukup jelas. 

Pasal 53 
Cukup jelas. 



Pasal 73 
Cukup jelas. 

Pasal 74 
Cukup jelas. 

Pasal 75 
Cukup jelas. 

Pasal 76 
Cukup jelas. 

Pasal 77 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Hurufa 
Yang dimaksud dengan prinsip "transparansi" adalah 
keterbukaan dala.m melaksanakan proses pengarnbilan 
keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan 
informasi yang relcvan mengenai perusahaan. 

Hurufb 
Yang dimaksud dengan prinsip "akuntabilitas" adalah 
kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban 
organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara 
efektif. 

Huruf c 
Yang dimaksud dengan prinsip "pertanggung-jawaban" 
adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap 
peraruran perundang-undangan dan prinsip korporasi yang 
sehat. 

Hurufd 
Yang dimaksud dengan prinsip "kernandirian" adalah 
keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional 
tanpa benturan kepentingan dan pengaruh / tekanan dan 
pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang 
sehat. 

Huruf e 
Yang dimaksud dengan prinsip "kewajaran" adalah 
keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak 
pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul 
berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang 
undangan. 

Pasal 72 
Cukup jelas. 

Pasal 71 
Cukup jelas. 

Pasal 70 
Cukup jelas. 

Pasal69 
Cukup jelas. 

Pasal 68 
Cukup jelas. 



Pasal 92 
Cukup jelas. 

Pasal 91 
Cukup jelas. 

Pasal 90 
Cukup jelas. 

Pasal 89 
Cukup jelas. 

Pasal88 
Cukup jelas. 

Pasal87 
Cukup jelas. 

Pasal 86 
Cukup jelas. 

Pasal 85 
Cukup jelas. 

Pasal 84 
Cukup jelas. 

Pasal 83 
Cukup jelas. 

Pasal 82 
Cukup jelas. 

Pasal 81 
Cukup jelas. 

Pasal 80 
Cukup jelas. 

Pasal 79 
Cukup jelas. 

Pasal 78 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Manual Tata Kelola Perusahaan Yang Baik diantaranya memuat 
manual pengurus (board manuaij, manual manajemen risiko, 
sistern pengendalian intern, sistem pengawasan intern, 
mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUl'v!D 
yang bersangkutan, tata kelola teknologi informasi, dan pedornan 
perilaku etika (code of conduct). 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 
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Pasal 96 
Cukup jelas. 

Pasa195 
Cukup jelas. 

Pasal 94 
Cukup jelas. 

Pasal 93 
Cukup jelas. 


